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PENDAHULUAN

Pelecehan seksual di fasilitas publik merupakan isu sosial yang telah menjadi
perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fasilitas publik, seperti
transportasi umum, pasar, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan ruang publik
lainnya, menjadi tempat di mana kasus pelecehan seksual sering terjadi. Meski
demikian, hal ini sering dianggap sebagai masalah yang kurang diperhatikan, dan
sering kali korban merasa tidak diberdayakan untuk melapor karena faktor
ketidaknyamanan, ketakutan akan stigma sosial, atau bahkan ketidaktahuan
mengenai hak-hak mereka.

Menurut data yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah kasus pelecehan seksual di fasilitas publik,
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khususnya di transportasi umum, mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa
tahun terakhir. Namun, meskipun adanya peningkatan kesadaran dan peraturan
terkait kekerasan seksual, banyak kasus yang tidak pernah dilaporkan atau bahkan
tidak mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan
adanya kekurangan dalam perlindungan hukum bagi korban yang mengalami
pelecehan seksual di ruang publik.

Pelecehan seksual di ruang publik tidak hanya berpotensi merusak moral dan
psikologis korban, tetapi juga menurunkan rasa aman dalam masyarakat, khususnya
bagi kelompok perempuan yang kerap kali menjadi target utama. Dengan
meningkatnya kasus ini, penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang
ada di Indonesia mampu memberikan keadilan kepada korban pelecehan seksual di
fasilitas publik.

Pelecehan seksual di fasilitas publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai
faktor sosial, psikologis, dan struktural. Dalam banyak kasus, faktor sosial yang
mendasari perilaku pelaku sangat berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang
masih berlaku di masyarakat. Dalam budaya patriarki, perempuan sering dianggap
sebagai objek seksual yang dapat dikendalikan oleh laki-laki, sehingga meningkatkan
risiko terjadinya pelecehan seksual.

Selain itu, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak individu
di ruang publik turut memperburuk kondisi ini. Korban yang mengalami pelecehan
seksual sering kali merasa tidak berdaya atau takut untuk melapor, terutama jika
pelaku adalah individu yang dikenal atau memiliki posisi yang lebih kuat secara sosial.
Ketidakberdayaan korban ini sering kali mengakibatkan ketidakadilan yang lebih
dalam, mengingat sistem hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam
menangani kasus pelecehan seksual di fasilitas publik.

Kriminologi memandang pelecehan seksual di fasilitas publik sebagai
kejahatan yang tidak hanya didorong oleh dorongan seksual, tetapi juga oleh faktor
sosial dan psikologis lainnya. Berdasarkan pandangan teori kontrol sosial, pelaku
yang tidak terpantau atau tidak diberikan sanksi sosial yang tegas cenderung
melakukan kekerasan seksual karena merasa tidak ada pengawasan yang memadai.
Di sisi lain, teori strain mengindikasikan bahwa individu yang merasa tertekan secara
sosial dan emosional mungkin melampiaskan frustrasi mereka pada perilaku yang
tidak etis atau agresif, termasuk pelecehan seksual.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang
pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di fasilitas publik. Undang-Undang No. 12
Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan dasar hukum
yang penting untuk melindungi individu dari kekerasan seksual, termasuk pelecehan
yang terjadi di ruang publik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
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khususnya Pasal 281 dan Pasal 289, mengatur tentang perbuatan cabul dan
kekerasan seksual yang melibatkan orang lain tanpa persetujuan mereka.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur masalah ini, implementasinya
masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, banyak korban yang tidak melapor
karena takut akan stigma sosial atau merasa proses hukum yang panjang dan rumit
akan memperburuk keadaan mereka. Kedua, penerapan hukum terhadap pelaku
pelecehan seksual di fasilitas publik sering kali tidak cukup efektif. Beberapa kasus
berakhir dengan tidak adanya sanksi yang cukup, atau bahkan pelaku tidak dituntut
dengan serius. Oleh karena itu, sistem hukum yang ada perlu dipertanyakan seberapa
efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban.

Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan
hukum yang ada terhadap korban pelecehan seksual di fasilitas publik, serta
perspektif kriminologi terhadap terjadinya pelecehan seksual di ruang publik.
Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana
meningkatkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di fasilitas publik,
serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah struktural dan sosial yang
mendasari terjadinya kejahatan tersebut.Melalui penelitian ini, diharapkan dapat
tercapai pemahaman yang lebih baik mengenai faktor penyebab, mekanisme
perlindungan hukum, dan pendekatan kriminologis yang diperlukan untuk menangani
pelecehan seksual di fasilitas publik dengan lebih efektif. Selain itu, artikel ini juga
ingin memberikan gambaran tentang bagaimana regulasi yang ada dapat diperbaiki
agar lebih responsif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang
publik.

Pemerkosaan anak adalah salah satu kejahatan seksual yang paling serius dan
memilukan di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Terlebih lagi, ketika pelaku
pemerkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan kasih
sayang kepada anak, seperti ayah kandung. Menurut data yang dilaporkan oleh
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak, kasus
pemerkosaan oleh orangtua terhadap anaknya menunjukkan peningkatan yang
signifikan, meskipun data pasti sering kali sulit diperoleh karena banyak kasus yang
tidak dilaporkan.

Kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung seringkali terabaikan dalam
diskursus hukum, baik karena ketertutupan sosial mengenai masalah ini maupun
karena ada pengaruh kuat dari faktor keluarga yang menyebabkan korban tidak
melapor atau bahkan merasa terjebak dalam rasa takut dan rasa bersalah yang
mendalam. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam
menanggulangi kejahatan ini, tidak hanya di tingkat hukum, tetapi juga pada tingkat
psikologi dan sosial.
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Di Indonesia, sistem hukum pidana telah memiliki berbagai ketentuan yang
mengatur tindak pidana pemerkosaan, khususnya terhadap anak. Salah satu dasar
hukum utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23
Tahun 2002. Meskipun undang-undang ini mengatur tentang perlindungan terhadap
anak, masih terdapat celah dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan kasus-
kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung. Oleh karena itu, penting untuk meninjau
kembali regulasi yang ada, serta bagaimana implementasi dan penegakan hukum
terhadap pelaku pemerkosaan anak oleh orangtua atau ayah kandung dilakukan.

Kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung seringkali tidak
terungkap hingga cukup lama, karena korban terjebak dalam hubungan kepercayaan
keluarga yang menyebabkan mereka enggan melapor. Banyak faktor yang
menyebabkan hal ini terjadi, termasuk ketidakmampuan anak untuk memahami
bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan, serta adanya ketakutan terhadap
konsekuensi sosial yang mungkin muncul jika pelaku, yaitu orangtua mereka, dituntut
secara hukum. Dalam banyak kasus, korban justru dipaksa untuk diam dan menutup-
nutupi kejadian tersebut demi menjaga keharmonisan keluarga atau karena ancaman
dari pelaku.

Oleh karena itu, perlu ada analisis lebih mendalam mengenai sistem
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak oleh ayah kandung,
dengan menyoroti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penuntutan dan proses
peradilan. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum, masyarakat, dan sistem
pendukung hukum lainnya sangatlah penting untuk memastikan bahwa perlindungan
terhadap korban dapat ditegakkan.

LANDASAN TEORI
Teori Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merusak kehormatan, martabat,
dan privasi seseorang. Dalam sistem hukum Indonesia, pelecehan seksual diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 281 yang
mengatur tentang perbuatan cabul terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka.
Selain itu, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak
mengatur perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan seksual, termasuk di
fasilitas publik. Pelecehan seksual ini dapat berupa berbagai jenis kekerasan fisik atau
verbal yang dapat mempengaruhi korban secara psikologis dan sosial.

Dalam konteks perlindungan hukum, pengaturan terhadap pelecehan
seksual bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, menjamin hak untuk
hidup bebas dari kekerasan seksual, dan memastikan bahwa pelaku dikenakan sanksi
yang tegas. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum terhadap pelecehan
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seksual di fasilitas publik sering kali menghadapi kendala, terutama terkait dengan
bukti yang cukup, ketidakberdayaan korban dalam melapor, dan lemahnya
mekanisme penegakan hukum yang ada. Oleh karena itu, perlindungan hukum
terhadap korban pelecehan seksual harus mencakup bukan hanya regulasi yang ada,
tetapi juga efektivitas penegakan hukum, dukungan psikologis bagi korban, dan
kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan seksual.

Perspektif Kriminologi terhadap Pelecehan Seksual

Dalam perspektif kriminologi, pelecehan seksual di fasilitas publik dapat
dianalisis menggunakan berbagai teori yang menjelaskan perilaku pelaku dan faktor-
faktor yang mendasari tindakan kejahatan tersebut. Salah satu teori yang relevan
dalam memahami pelecehan seksual adalah Teori Strain yang dikembangkan oleh
Robert K. Merton. Menurut teori ini, individu yang mengalami tekanan sosial atau
kesulitan dalam memenuhi tujuan-tujuan sosial yang dihargai masyarakat, seperti
status ekonomi atau sosial, dapat mencari cara untuk mengatasi frustrasi atau
ketidakmampuan tersebut, salah satunya melalui perilaku agresif atau kekerasan
seksual.

Teori Kontrol Sosial juga memberikan penjelasan mengenai bagaimana
ketidakberdayaan masyarakat atau ketidakcukupan pengawasan terhadap perilaku
individu di ruang publik dapat memicu tindakan pelecehan seksual. Menurut teori ini,
ketika individu tidak merasa ada kontrol sosial atau sanksi yang akan diterima dari
masyarakat, mereka lebih cenderung untuk melakukan perilaku kriminal, termasuk
pelecehan seksual. Selain itu, Teori Feminisme juga relevan dalam mengkaji
pelecehan seksual, terutama dari sudut pandang ketidaksetaraan gender. Teori ini
menjelaskan bahwa masyarakat yang patriarkis sering kali menciptakan kondisi yang
merendahkan perempuan dan memungkinkan terjadinya kekerasan seksual terhadap
mereka, terutama di ruang-ruang publik yang sering kali dianggap sebagai wilayah
dominasi laki-laki.

Pelecehan Seksual dan Faktor-Faktor Penyebabnya

Pelecehan seksual di fasilitas publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor
individu, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Menurut Teori
Interaksionisme Simbolik, perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi sosial yang
terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini, norma-norma sosial yang ada, termasuk
stereotip gender dan objektifikasi perempuan, dapat memperburuk terjadinya
pelecehan seksual. Perempuan sering kali dipandang sebagai objek seksual yang
dapat dikendalikan atau dimanfaatkan oleh laki-laki, yang memperbesar kemungkinan
mereka menjadi sasaran pelecehan.

Faktor lingkungan juga sangat penting dalam menjelaskan terjadinya
pelecehan seksual. Fasilitas publik yang kurang aman, seperti transportasi umum
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yang tidak terjaga pengawasannya, atau tempat-tempat sepi yang jarang diawasi,
sering kali menjadi lokasi rawan terjadinya pelecehan seksual. Ketika tidak ada sistem
pengawasan yang cukup, pelaku merasa bebas melakukan kejahatan ini karena
merasa tidak ada konsekuensi yang akan mereka hadapi. Dalam hal ini, penting untuk
meningkatkan pengawasan dan memastikan fasilitas publik yang aman dan nyaman
bagi semua individu, terutama perempuan.

Perlindungan Sosial dan Dukungan kepada Korban

Selain perlindungan hukum yang dijamin oleh negara, korban pelecehan
seksual juga membutuhkan dukungan sosial dan psikologis. Pendekatan kriminologi
menekankan bahwa pemulihan korban tidak hanya dapat dicapai melalui penuntutan
pelaku, tetapi juga dengan memberikan dukungan psikologis yang cukup untuk
membantu korban mengatasi dampak psikologis dari kekerasan yang mereka alami.
Dalam hal ini, penting bagi masyarakat dan lembaga negara untuk menyediakan
layanan psikologis yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan
harga diri mereka.

Penyuluhan dan kampanye kesadaran mengenai hak-hak perempuan dan
pentingnya melaporkan pelecehan seksual juga menjadi bagian penting dari
pencegahan dan penanggulangan masalah ini. Masyarakat yang lebih sadar akan
hak-haknya cenderung lebih siap untuk melaporkan tindak kekerasan seksual dan
menuntut keadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji
fenomena pelecehan seksual di fasilitas publik dan perlindungan hukum terhadap
korban dari perspektif kriminologi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk
mendalami faktor-faktor sosial, psikologis, dan struktural yang mempengaruhi
terjadinya pelecehan seksual, serta efektivitas perlindungan hukum di Indonesia. Data
dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan praktisi
hukum, kriminolog, dan ahli psikologi, yang memberikan wawasan lebih lanjut
mengenai mekanisme perlindungan hukum dan faktor penyebab pelecehan seksual.

Dalam studi literatur, peneliti mengumpulkan berbagai referensi terkait regulasi
hukum mengenai pelecehan seksual, teori-teori kriminologi, serta kebijakan yang ada
untuk melindungi korban. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber
yang berkompeten, seperti pengacara, psikolog forensik, dan lembaga perlindungan
perempuan, untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai tantangan dan
solusi dalam menangani pelecehan seksual di fasilitas publik.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan cara
mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema yang muncul dari wawancara dan
literatur. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola penting yang
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berkaitan dengan faktor penyebab pelecehan seksual dan perlindungan hukum yang
ada. Triangulasi data digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan
data dari berbagai sumber yang berbeda.

Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian, di mana
narasumber diminta persetujuan tertulis (informed consent) dan identitas mereka
dijaga kerahasiaannya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara
profesional dan menghormati hak-hak privasi narasumber, terutama dalam kasus
yang sensitif seperti pelecehan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelecehan Seksual di Fasilitas Publik: Fenomena yang Terus Meningkat

Pelecehan seksual di fasilitas publik adalah masalah yang kompleks dan terus
berkembang di Indonesia. Dalam banyak kasus, pelecehan seksual ini terjadi di
tempat-tempat umum yang sering dijadikan ruang bagi interaksi sosial, seperti
transportasi umum, pasar, mal, dan ruang publik lainnya. Berdasarkan data dari
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan
berbagai lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan, pelecehan
seksual di fasilitas publik mengalami peningkatan yang signifikan, baik dalam hal
jumlah kasus maupun dampaknya terhadap korban.

Pelecehan seksual yang terjadi di fasilitas publik bisa berupa berbagai macam
bentuk, mulai dari pelecehan verbal seperti ujaran seksual yang tidak pantas, hingga
pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan. Meskipun ada peningkatan
kesadaran mengenai masalah ini, banyak korban yang masih enggan untuk melapor
karena ketakutan akan stigma sosial, proses hukum yang panjang, dan ketidakpastian
akan hasil dari pelaporan mereka. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam
perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan seksual di fasilitas
publik.

Kasus-Kasus Pelecehan Seksual yang Tidak Terungkap

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa banyak kasus
pelecehan seksual di fasilitas publik yang tidak terungkap, baik karena korban tidak
melapor maupun karena kurangnya bukti yang cukup untuk membawa kasus tersebut
ke pengadilan. Menurut wawancara dengan praktisi hukum, meskipun pelaku sering
kali dapat diidentifikasi, proses pembuktian dalam kasus pelecehan seksual sangat
bergantung pada saksi dan bukti fisik yang sering kali tidak tersedia. Hal ini
menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual yang tidak mendapatkan perhatian
yang cukup dari aparat penegak hukum.

Korban sering kali merasa ragu atau takut untuk melapor karena khawatir
bahwa laporan mereka tidak akan dihargai, atau bahkan dapat berbalik merugikan
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mereka. Dalam beberapa kasus, korban justru dipersalahkan atau diberi pertanyaan
yang menyudutkan selama proses pelaporan. Akibatnya, sebagian besar pelecehan
seksual di fasilitas publik tetap menjadi kejahatan yang tidak dilaporkan, yang semakin
memperburuk kondisi bagi korban.

Ketidakmampuan Hukum dalam Menindak Pelaku

Meskipun hukum Indonesia telah mengatur masalah ini melalui Undang-
Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
implementasinya masih terbatas. Banyak korban yang merasa sistem hukum tidak
memberikan perlindungan yang cukup dan cenderung melibatkan prosedur yang
panjang dan rumit, yang pada akhirnya menghalangi mereka untuk mendapatkan
keadilan. Hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam penegakan hukum
terhadap pelaku pelecehan seksual di fasilitas publik.

Perspektif Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual di Fasilitas Publik

Dari perspektif kriminologi, pelecehan seksual di fasilitas publik dipengaruhi
oleh berbagai faktor sosial, psikologis, dan struktural. Teori kontrol sosial yang
dikemukakan oleh Travis Hirschi menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual sering
kali merasa tidak diawasi atau tidak ada sanksi sosial yang akan mereka terima,
sehingga mereka merasa bebas melakukan tindakan tersebut. Dalam banyak kasus,
ketidakberdayaan sosial terhadap korban, khususnya perempuan, juga memperburuk
keadaan ini, karena mereka sering kali tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau
melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami.

Ketidaksetaraan Gender dan Dominasi Sosial

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di
fasilitas publik adalah ketidaksetaraan gender. Dalam masyarakat yang patriarkis,
perempuan sering kali dianggap sebagai objek seksual yang bisa dimanfaatkan oleh
laki-laki. Hal ini tercermin dalam Teori Feminisme, yang menilai bahwa perilaku
seksual yang merendahkan perempuan adalah cerminan dari dominasi sosial yang
lebih besar di masyarakat. Stereotip gender ini memperburuk terjadinya pelecehan
seksual di ruang publik, karena perempuan dianggap lebih lemah atau lebih mudah
dijadikan sasaran kekerasan seksual.

Teori Strain dalam Kriminologi

Selain itu, Teori Strain oleh Robert K. Merton juga relevan dalam menjelaskan
pelecehan seksual di fasilitas publik. Teori ini mengemukakan bahwa individu yang
merasa tertekan dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, seperti
status sosial dan ekonomi, mungkin akan mencari cara lain untuk melampiaskan
frustrasi mereka. Bagi sebagian pelaku, pelecehan seksual dapat menjadi cara untuk
mendapatkan kekuasaan atau kontrol atas orang lain, khususnya perempuan yang
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mereka anggap lebih mudah dijadikan sasaran kekerasan seksual.
Faktor Penyebab Pelecehan Seksual di Fasilitas Publik

Dari hasil wawancara dengan beberapa ahli psikologi dan praktisi hukum,
ditemukan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan
seksual di fasilitas publik, di antaranya adalah:

Kurangnya Pengawasan dan Keamanan di Fasilitas Publik

Fasilitas publik yang tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai sering
kali menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Misalnya, stasiun kereta, angkutan
umum, atau mall yang tidak memiliki pengamanan yang cukup, menciptakan ruang
yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan pelecehan tanpa merasa
diawasi. Dalam beberapa kasus, meskipun ada kamera pengawas, pelaku tetap bisa
bertindak tanpa takut tertangkap.

Sosialisasi yang Buruk tentang Hak-Hak Perempuan

Kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam masyarakat juga
turut mempengaruhi tingginya angka pelecehan seksual di fasilitas publik. Dalam
banyak kasus, pelaku merasa tidak ada yang salah dengan tindakan mereka, karena
mereka tidak memahami bahwa tindakan tersebut dapat merugikan korban secara
psikologis dan sosial. Pendidikan dan kampanye kesadaran tentang hak-hak
perempuan dan pentingnya menghormati batasan fisik sangat penting dalam
mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Normalisasi Kekerasan Seksual dalam Masyarakat

Beberapa kasus pelecehan seksual di fasilitas publik juga dipengaruhi oleh
normalisasi kekerasan seksual dalam masyarakat. Media yang sering
menggambarkan kekerasan seksual sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan
menarik, memperburuk persepsi bahwa perempuan adalah objek yang bisa
dimanfaatkan oleh laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk mengubah persepsi
masyarakat mengenai kekerasan seksual dan menyadarkan mereka akan dampak
jangka panjang dari pelecehan seksual.

Tantangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban

Meskipun perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah diatur
dalam beberapa undang-undang, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam
memberikan keadilan kepada korban. Korban sering kali terhambat oleh sistem
hukum yang kompleks, proses hukum yang panjang, serta ketidakmampuan dalam
membuktikan tindakan pelecehan yang terjadi. Selain itu, stigma sosial terhadap
korban juga menjadi hambatan utama bagi mereka untuk melapor.

Wawancara dengan beberapa korban pelecehan seksual menunjukkan bahwa
mereka merasa tidak didukung oleh sistem hukum dan masyarakat. Oleh karena itu,
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perlu ada reformasi dalam sistem peradilan agar proses hukum terkait pelecehan
seksual bisa berjalan lebih cepat dan adil, serta menyediakan pendampingan hukum
dan psikologis yang lebih baik bagi korban.

Upaya yang Diperlukan untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum

Untuk memperbaiki perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di
fasilitas publik, beberapa upaya berikut perlu dilakukan:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Kampanye yang lebih luas mengenai
hak-hak perempuan dan pemahaman tentang pelecehan seksual sangat
penting. Masyarakat harus diberdayakan untuk mengenali bentuk-bentuk
pelecehan seksual dan memahami bahwa hal tersebut merupakan
pelanggaran hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum: Reformasi sistem peradilan dan penegakan hukum
yang lebih responsif terhadap pelecehan seksual diperlukan. Penguatan
lembaga yang menyediakan pendampingan bagi korban, baik secara hukum
maupun psikologis, juga menjadi hal yang sangat penting.

3. Peningkatan Pengawasan di Fasilitas Publik: Fasilitas publik harus
dilengkapi dengan sistem pengawasan yang memadai, seperti kamera CCTV
yang berfungsi dengan baik, serta adanya petugas keamanan yang siap untuk
mengawasi dan memberikan bantuan pada korban pelecehan seksual.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual di fasilitas publik di Indonesia masih menjadi masalah
serius yang memerlukan perhatian lebih dalam hal perlindungan hukum. Meskipun
sudah ada regulasi yang mengatur tentang pelecehan seksual, implementasi hukum
masih menghadapi kendala, seperti ketidakmampuan korban untuk melapor dan
kurangnya penegakan hukum yang efektif. Dari perspektif kriminologi, faktor sosial
seperti ketidaksetaraan gender dan kurangnya pengawasan di ruang publik turut
mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual. Teori-teori seperti strain theory dan
teori kontrol sosial memberikan penjelasan mengenai perilaku pelaku dan
bagaimana struktur sosial dapat memperburuk keadaan ini.

Untuk memperbaiki perlindungan hukum, dibutuhkan reformasi dalam sistem
peradilan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu, serta
pengawasan yang lebih ketat di fasilitas publik. Selain itu, sistem pendampingan
hukum yang lebih baik bagi korban dan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap
pelaku pelecehan seksual perlu diperhatikan. Dengan langkah-langkah tersebut,
diharapkan dapat tercipta ruang publik yang lebih aman dan keadilan bagi korban
dapat tercapai secara lebih efektif.
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